PEMERINTAH KOTA SORONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Al M Proecbe Beme Lssm Bose eevang Pres o Paypss flara

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : 100.3.12/0023-SPK-PSPIDPMPTSP/XU2024

Schubungan dengan Surat Permohonan Penanggung Jawab YAYASAN SOLAFIDE SORONG

mngeal 17 September 2024 perthal permohonan lzin Penyelenggaraan Program atau Satuan

Pendidikan Nonformal.

Berdasarkan :

I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Persturan Pemermtsh Nomor § Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha

32) 52 )52 ) ) 59 ) ) 3% ) )52

) Berbasis Resiko;
4. Permturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penvelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah; |

. Peraturan Men Pmmammmnmunzuu g Pedoman
6. Peraturan Walikow Sorong Nomor |8 TﬂmmIETMgmwﬁmp&m Schagian
kota Sorong kepada Kﬁ' Dinas Penanaman Mnd:tl dan Pelayanan

Cierin Al  Tim Tekuhﬁeklw Pendidikan axd Kebudaysan Nomor
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Pintu Ko Sorong
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NPWP 06.246. o0 -

Alamat )L inggrai Beldamg SMP. Negerni 3 Km. 12 Kelurahan Klamana Distrik
Somng Timur Kata Sorong Provinsi Papua Barst Dinyva

Telp. Hp, Fax & Email © O8S343312960, email - -

Bentuk Satuan Pendidikan : TK.ANUGERAH

KBLI . B5132

Retribusi : GRATIS

Mrerbitkandi  : Sorong
Pada Tanggal : 07 November 2024
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Lampiran

Surat Izin Penyelenggara Pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. Berlaku untuk kegiatan Operasional Penyelenggara Pendidikan diwilayah
pemerintah Kota Sorong.
2. Berlaku untuk Kegiatan Operasional Penyelenggara Pendidikan untuk 1
{satu) Satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
3. Penyelenggara pendidikan menjalankan kegiatan operasional pendidikan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyelenggara Pendidikan wajib melaporkan perubahan status atau
identitas terhadap surat izin penyelenggara operasional pendidikan.
5. Penyelenggara Pendidikan Wajib menyelesaikan Proses Perizinan Dasar
yang tertuang dalam surat pernyataan, penyelesaian perizinan dasar dan
perizinan berusaha.




